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REFUBLIH INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan
selanjutnya disebul *Para Pihak”,

MENIMBANG hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara
timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik
dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan ke masing-
masing negara;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berixut :

Pasal 1
Pembebasan Visa

Warga negara Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan, pemegang
paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan
untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan finggal di wilayah
negara Fihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebini 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal masuk.

Pasal 2
Masa Berlaku Paspor yang Sah

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah darl warga negara
Para Pihak wajib sekurang-kurangnya & (enam} bulan pada hari memasuki
wilayah negara Pihak lainnya,

Pasal 3
Pembatasan Visa

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari Para Pihak
sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat memasuki, mengunjungi
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dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya di setiap ik yang
diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang tanpa pembatasan apapun
kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan,
migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan
kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas tersebut

Pasal 4
Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor
diplomatik dan dinas yang sah merujuk kepada Pasal 1 persetujuan ini,
ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak
lain, termasuk anggota keluarga mereka (anggota keluarga merujuk
kepada suamifisti, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum
menikah dan tidak bekerja, serta orang tua yang ditanggung), wajib
dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dan Kedutaan
Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut

Pasal 5
Hak Penolakan

Salah satu Pihak berhak untuk menclak memberikan izin masuk atau
memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan
visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap
bahwa orang tersebut tidak dikehendaki

Pasal 6
Hak Pihak Berwenang

. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari
kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak
lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk tetapl tidak
terbatas pada perundang-undangan yang berkenaan dengan masuk,
tinggal dan perginya orang asing,

. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang
berlakuy di kedua belah pihak terkait dengan keamanan internal dan
masuk, tinggal dan pergerakan orang asing.

Pasal T
Tempat-tempat Pemeriksaan Masuk dan Keberangkatan

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau
dinas, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lain
melalui  tempat-tempat pemeriksaan yang dibuka untuk lalu lintas
penumpang internasional.
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Pasal §
Penangguhan

. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara
kezeluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk
dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya
melalui saluran diplomatik.

Pasal 9
Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam
jangka waktu 30 ({tiga puluh) han setelah penandatanganan
Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah

. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, sera
modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajic saling
memberitanukan secara tertulis, melalui saluran diplematik, mengenai
setiap perubahan tidak lebih dan 30 ({tiga puluh) hari sebelum
pengenalan resminya

. Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara
salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang
bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak
yang berwanang di wilayah tersebut melalut misi diplomatik atau kantor
konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud
wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut

Pasal 10
Penyelesaian Senghketa

Setfiap perbedaaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau
pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan
secara damai melalu konsultasi atau perundingan Para Pihak,

Pasal 11
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah atau direvizi, melalui kesepakatan bersama
secara tertulis oleh Para Pihak Perubahan atau revisi dimaksud wajib
mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan
Ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.
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Pasal 12
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (liga puluh) han sejak tanggal
penarimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling
memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan
uniuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam
masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah
dipenuhi.

. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya,
kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Fihak lainnya, melalui
saluran diplomatik, setidak-tidaknya 23 (tiga) bulan sebelum tanggal
pengakhiran yang diinginkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diben kuasa penuh oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini,

Dibuat di New York pada tanggal 23 September tahun 2011, rangkap dua
dalam bahasa Indonesia, Kyrgyz dan Inggris, semua naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
naskah Bahasa Inggris wajib berlaku

-

|
UNTWK FEHEHIINTAH REPUBLIK UNTUK PEMERINTAH REPUBLI

i A . Kazakbaev Ruslan Aitbaevich
Mentefi Luar Negeri Menteri Luar Negeri
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REFUELIK INDDONESIA

HHAOHE3MSA PECITYBJIHKACBIHBIH OKMOTYHYH AAHA
KbIPI'bI3 PECHYEJHKACBIHBIH OKMOTYHYH OPTOCYH/IAIDBI
JHILTIOMATHAJIBIK FKAHA KbI3MATTBIK NACITOPTTOPYH
92JIEPH YUYYH BH3ACBI3 TAPTHI1 OPHOTYY JKOHYH/IO
MAKY.JJIALLIYY

Munaan apu "Tapanrap” gen aranvyuy Mupgonuezus PecnydnukaciHEIH
Ormery mata Kepres Pecnyvinukaceinein CkveTy;

KM OJIKBHYH OPTOCYHIRTE TOCTYK MAMHICTICPIN 3CKE A71YY MeHEH,

HuponesvaneH  wana  KeIpruicranieii JHIUIOMATHATBIE  JKala
KBI3MATTHIK MACHOPTRO 33 GOAroH SKAPAHIaphl yHMYH KM @IKeTe KMPYYHY
HOHOKOHIOTYY APKEAYY DKM TAPanTYY MAMHIEIEpAM MEIHJAH ApLl KYHOTYY
HHETHH DHAIHPYY MEHEH;

TapanTapibit MaMIEKETTEPHHMH MBIH3AMOAPLIHNG KAUa IPEHENEPHHE
LTARBIE;

TEMOHLBIY ] HOHYHE KETHINNMIT KENHIITHS

I-GEPEHE
BH3A AJNYYIAH BOLIOTYY

Hugonesna  PecnyOamkaceinsn  wana  Keipruiz  PecnyGamkacinein

HWAPAKTYY OMIVIOMATHANLIE 3KE KLEIMATTEIE TRACNOPTKO 73 DOAToH JKapaiinapsl
sEnHyl Tapanteid aiiMarsina 30 Kydged allnarad Me3rdnre KUPYY. TPaHIdT
MEHEH OTYY HAHA an  afiMakTa KYpyy YYYH BHMTa A0VY  TANANTAPLHAN

GOUITYIAT.
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